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LAMPIRAN 



LAMPIRAN 1 : TRASKRIP WAWANCARA 

 

Nama Informan : US 

Tanggal/Waktu : Juni 2021 

Lokasi wawancara : Rumah kediaman US 

Peneliti : Sebagai masyarakat disini, bagaimana bapak melihat pengelolaan keuangan 

dana desa? Apakah melibatkan masyarakat atau tidak? 

US  : Kalau secara aturan pengelolaan keuangan dana desa memang harus 

melibatkan masyarakat. Akan tetapi realita yang terjadi dikecamatan Ulumanda 

khususnya. Paling lima puluh persen desa yang melibatkan masyarakat. 

Peneliti : Kalau di desa Bapak sendiri bagaiman? 

US  : Kalau di kabiraan sendiri tidak seratus persen melibatkan masyarakat dalam 

kegiatannya. Tapi kan kalau berbicara sebagai masyarakat, kan yang terlibat di 

desa itu adalah masyarakat juga jadi pastinya masyarakat dilibatkan juga. 

Peneliti : Lalu bagaimana apabila ada program kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah 

desa apakah Bapak sebagai masyarakat biasa dapat mengksesnya? 

US  : Kalau persoalan pertanggungjawaban, BPD yang mengetahui hal tersebu. Jadi 

desa bertanggung jawab ke BPD dan BPD yang nantinya sebagai perwakilan 

masyarakat yang melakukan pemeriksaan. 

Peneliti : Ummm seperti itu Pak. Mohon maaf sebelunya Bapak saya mau bertanya 

perihal demonstrasi yang dulu sempat dilakukan oleh masyarakat disini. 

Mengapa hal itu bisa terjadi? 

US  : Kalau persoalan itu, hal itu terjadi karena masyarakat menganggap ada 

beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan arahan UU. Maksudnya, ada 

pekerjaan yang tidak berjalan, ada pekerjaan yang berjalan tetapi tidak sesuai 

dengan perencanaanya, ada yang hasilnya jauh dari perencanaan. Sehingga 



masyarakat melakukan aksi. Setelah kemudian secara kekeluargaan 

dipertanyakan tetapi tidak ada tanggapan, akhirnya masyarakat melakukan 

demonstrasi. 

Peneliti : Setelah melakukan demonstrasi tersebut bagaimana kemudian tanggapan 

pemerintah desa? 

US  : Sejauh yang saya lihat selama ini, belum ada respon berupa tindak lanjut untuk 

memperbaiki kinerja mereka yaa program dan pelaksanaannya begitu-begitu to. 

Apalagi saat ini masa pandemi Covid 19 yaa semua jalan ditempat biasa saja. 

Peneliti : Umm seperti itu Pak. Selanjutnya mungkin saya mau bertanya soal fenomena di 

masyarkat Ulumanda yang kita lihat belakangan mereka berbondong-bondong 

menggalakkan istilah sikalemui yang merupakan pappasang tomatua. Nah kalau 

semisal dihubungkan dengan topik kita tadi, mungkin tidak rasa sikalemui masih 

melekat pada seseoranga saat menjalankan tugas mereka? 

US  :  Sikalemui itu suatu yang manusiawi sesuatu yang memang harus kita jaga. 

Seharusnya yaa kalau pemerintah desa … kita tidak usah jauh-jauh di desa 

Kabiraan misalnya, memiliki rasa kasih sayang/lemu tentunya program-program 

ini akan dilaksanakan dengan baik. Kita kembalikan de diri pribadi yaa karena ini 

kampung halaman saya sendiri jadi sudah seharusnya saya melaksanakan 

program dengan baik dan bertanggungjawab karena lemu/kasih sayang saya 

kepada masyarakat. Lemu itu bersifat keluargaan dan itu persoalan rasa. 

Seseorang yang memilik rasa kasih sayang terhadap sesama sudah pasti 

mereka akan menghasilkan output yang baik pula. Terutama didaerah kami ini 

saya memposisikan diri sebagai warga masyarakat disini, lahir disini, besar disini 

jadi saya harus berbuat yang terbaik untuk daeerah saya. Yaaa itu adalah salah 

satu bentuk lemu. Jadi yaa harus saya jalankan dengan baik.  

 



Nama Informan : PA 

Tanggal/Waktu : Juni 2021 

Lokasi wawancara : Rumah kediaman PA 

 

Peneliti : Dari yang bapak lihat dilapangan, Bagaimana pelaksanaan akuntabilias dan 

transparansi pengelolaan dana desa yang ada di sini? 

PA :  Apabila ditanya terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa, 

kalau menurut kaca mata saya apabila suatu pertanggungjawaban sudah sesuai 

dengan dengan regulasi maka itu dapat dikatakan akuntabel dan transparan. 

Karena selama ini tidak pernah pemerintah desa mengalami kendala persoalan 

itu. Artinya selama ini di desa kami tidak ada masalah terkait 

pertanggungjawaban dana  desa, misalnya panggilan dari kejaksaan atau 

otoritas berhak lainnya yang berarti  pengelolaan dana desa yang ada sekarang 

sudah sesuai dengan semestinya. Mungkin pertanggung jawabannya ini sudah 

sesuai degan prosedur atau perencanaan yang telah ada. 

Peneliti : Dari yang Bapak lihat di lapangan, apakah pemerintah desa melibatkan 

masyarakat dalam pembahasan anggaran? 

PA : Kalau persoalan pembahasan anggaran. Kami mulai dari perencanaan awal, 

musyawarah desa yang memang melibatkan masyarakat, tokok-tokoh 

masyarakat, BPD. 

Peneliti : Bagaimana masyarakat mengetahui program yang akan dilaksanakan oleh 

pemerintah desa? 

PA  : Makanya saya tadi bilang bahwa sejak perencanaan kami libatkan masyarakat 

karena sebenarnya bukan pemerintah desa yang merumuskan itu akan tetapi 

semua kegiatansetiap tahun hahir dari masyarakat tingkat bawah. Terkadang 

kami melaksanakan musyawarah dusun atau istilah lainnya review RPJM. Ketika 



hasil dari musyawarah dusun atau review RPJM itulah yang menjadi bahan dasar 

untuk musyawarah desa. Dalam Musyawarah desa semua tokoh-tokoh 

masyarakat  diundang sehingga tidak ada istilah ada kegiatan yang tidak 

diketahui masyarakat. Melainkan semua merupakan perencanaan masyarakat. 

Peneliti : Lalu bagaimana kemudian kalau semisal dari program yang bapak sepakati 

dengan masyarakat dan pemerintahan desa dalam pelaksanaannya ada yan 

tidak sesuai dengan yang masyarakat inginkan. Biasanya dari yang bapak lihat 

bagaimana pemerintah desa menanggapi persoalan tersebut? 

PA  : Biasanya itu yaa kalau ada konflik atau komplai masyarakat terkait pengelolaan 

keuanagan  dana desa, kami selaku PBD menampung kemudian meneruskan 

ke pemerintahan desa misalnya kami katakana begini tabe pak desa ini ada 

keluhan dari warga anda. Seperti itu.  

Peneliti : Artinya Pemerintah desa terbuka dengan persoalan semacam itu? 

PA  : Iya. Sejauh ini kita masih bisa membangun komunikasi dengan baik. 

Peneliti : Pertanyaan terakhir mungkin Pak. Terlepas dari regulasi yang mengatur 

pertanggungjawaban dana desa menurut Bapak pertangungjawaban yang 

dilaksanakan oleh desa ini sudah sesuai denganharapan Bapak atau 

bagaimana? 

PA  : Lagi-lagi saya katakana bahwa mungkin sudah sesuai karena sejauh ini tidak 

ada juga masalah setiap yaunnya. Artiny kalau memang ada masalah pasti 

apakah dia ke kejaksaan dan dain sebagainya, Tapi sejauh ini Alhamdulillah 

tidak ada masalah yang berarti kemungkinana pertanggungjawaban itu sudah 

dengan apa yang dilaksanakan dilapangan. Saya kita seperti itu. Hanya saja 

untuk masu di ranah pertanggungjawaban, kami BPD selaku perwakilan 

masyarakat ini tidak bisa sampai kesitu. Hanya sebatas melihat sejauh mana 

pembangunan apakah sudah sesuai perencanaan atau tidak. Yang mengetahui 



lebih detail pertanggungjawaban itu adalah bendahara desa dan kepala desa 

sebagai KPA atau Kuasa Pengguna Anggaran jadi kita ini tidak ada didalamnya. 

Peneliti : Maksud Bapak apabila dilihat dari kacamata Bapak kalau misalkan sudah 

sesuai dengan perencanaan dengan pelaksanaanya maka itu sudah dapat 

dikatakan akuntabel? 

PA  : Jadi begini ade, misalnya di semester awal kan kita laksanakan keiatan 

misalkan 50% terkadanga ketika lima puluh persen tahap awal sudah selesai 

maka terkadang kami di BPD turun untuk memantau langsung kegiatan itu. 

Ketika tidak ada masalah kami menganggap bahwa kegiatan ini sudah dijalankan 

dengan baik. Jadi kalau persoalan pertanyaan Ade yang mengatakan bagaimana 

kacamata kita, saya kira sesuai dengan yang saya harapkan. 

Peneliti : Ohh seperti itu Pak yaa? 

PA  : Tapi kemudian kalau persoalan keuangan desa, hanya kepala desa dan 

bendahara yang mengetahui persoalan tersebut dan persoalan 

pertanggungjawaban secara administratif juga seperti itu. Sudah dua tahun lebih 

sejak saya menjabat sebagai BPD saya belum pernah melihat laporan 

pertanggungjawaban itu seperti apa. 

 

 

 



Nama Informan : FRI 

Tanggal/Waktu : Juni 2021 

Lokasi wawancara : Rumah kediaman FRI 

Penulis : Bagaimana menurut Bapak pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa di 

sini? 

FRI  : Pengelolaan dana desa itu pertama di tahun 2014 diatur melalui permendagri 

113 tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa. Nah pelaksanaanna harus 

bersifat transparansi , partisipatif dan akuntabel. Kemudian pertanggungjawaban 

dana desa ini dulu sebelum UU nomor 6 dilaksanakan pertriwulan sementara 

sekarang dilaksanakan per enam bulan jadi dua tahap 50 50 persen melalui 

SPJ,LKPPD dan pertanggungjawaban ke BPD. Makanya di desa itu yang 

memiliki tugas yang paling berat itu BPD karena setiap saat harus mengingatkan 

dan memonitoring kegiatan di desa. Jadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan 

kegiatan dan pertanggungjawaban harus dikawal oleh BPD. Tapi untuk lebih 

rincinya Ade’ bisa ke bendahara desa karena bendahara desa yang paling tahu 

seluk beluknya seperti apa. 

Penulis : Sebagai masyarakat biasa bagaimana harapan Bapak terkait pengelolaan 

keuangan dana desa ini? 

FRI  : Kalau saya empat desa dan kebetulan empat desa ini bervariasi tergantung 

desa masing-masing dan SDM tiap-tiap desa. Suali,Salutambung, Sambabo, 

Kabiraan sudah ada beberapa desa yang lumayan. Meski kemudian masih jauh 

dari harapan karena saya sebagai pendamping desa bukan hanya mengawasi 

dana desa tetapi juga yang lainnya seperti BUMDES, IDM, Desa Marasa 

semuanya kami yang fasilitasi. Apabila dibandingkan dengan desa-desa di pulau 

jawa sana kita belum bisa. Tetapi terkhusus untuk Kabupaten Majene saya bisa 

katakana sudah luayang baik. Dibuktikan dengan ada namanya pengimputan 



IDN (Indeks Desa Membangun) yang mana didalamnya ada beberapa kategori 

seperti desa tertinggal, desa berkembang, desa maju dan desa mandiri. Jadi lima 

indikator kemajuan desa. Dulu di Ulumanda ini semua desa dikategorikan desa 

tertinggal dan Alhamdulillah sudah ada beberapa yang dikategorikan sebagai 

desa berkembang. Seandainya anak sekolah kita ini sudah kelas 3.  

Penulis : Biasanya indikatornya apa Pak? 

FRI  : Indikatornya itu pendidikan, kesehatan, SDM, Transportasi, Komunikasi. 

Penulis : Bagaimana dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana desa? 

Biasanya melalui BPD atau bagaimana? 

FRI  : Sebenarnya perencanaan desa dilaksanakan oleh BPD. Setelah keluar UU No 

14 yang melaksanakan perencanaan itu adalah BPD. Jadi BPD yang 

melaksanakan musyawarah di tingkat desa bersama unsur masyarakat yang 

difasilitasi oleh pemerintah desa.Jadi ini musyawarah untuk menyepakati hal-hal 

yang strategis misalnya apa-apa yang prioritas di desa itulah yang disepakati. 

Jadi beda sebelum Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dengan 

Undang-undang sebelumnya. Karena sebelumnya yang melaksanakan 

perencanaan adalah pemerintah desa. Setelah Undang-undang nomor enam, 

yang melaksanakan perencanaan itu adalah BPD. BPD itu sama seperti DPR 

perwakilan warga. Hanya saja di tatanan lembaga pemerintahan desa. Jadi 

Badan Perwakilan Desa ini harus menyusun rancangan anggaran program ADD 

(Alokasi Dana Desa) bersama masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, 

tokoh pendidik, perwakilan pemuda, perwakilan perempuan serta perwakilan 

disabilitas melalui beberapa tahap musyawarah untuk kemudian diajukan kepada 

pemerintahan desa untuk dibahas bersama dengan unsur masyarakat. Ini karena 

sekarang itu bukan lagi top down akan tetapi down to top. Jadi semua program 

yang diusulkan itu berasal dari masyarakat. Jadi BPD yang melakukan 



musyawarah di tingkat desa, mereka yang mengundang dan difasilitsi oleh 

pemerintah desa. Jadi yang membuat undangan untuk rapat di desa adalah 

BPD. Mereka yang mengundang tokoh tokoh masyarakat. Jadi mereka yang 

membicarakan hal-hal strategis atau hal-hal yang diprioritaskan di desa itulah 

yang sepakati untuk dilaksanakan tahun depan.  Setelah disepakati kegiatan-

kegiatan yang akan dilaksanakan maka kesepakatn itu dituangkan dalam berita 

acara kemudian dibukukan dalam bentuk perdes atau peraturan desanamanya 

PERDES APBDES. PERDES APBDES mmilika banyak tahapan untuk sampai 

pada dukumen APBDES. Ada yang namanya RPJMDES, RKPDES lalu lahirlah 

APBDES atau Anggaran Pendapatan dan Belanda Desa dalam satu tahun. 

Kemudian BPD yang mengawal APBDES. Misalnya pemerintah desa membuat 

baliho transparansi yang seharusnya. Tetapi kita disini kurang transparansi meski 

suadah diwanti-wanti untuk mengadakan baliho transparansi agar masyarakat 

bersama dengan BPD dapat memantau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. 

Jadi apabila ada kegiatan yang belum dilaksanakan maka kembali BPD 

menghubungi pemerintah desa untuk menanyakan alasan mengapa belum 

dilaksanakan. Setelah enam bulan ada perubahan program  yang ingin diganti, 

maka BPD kembali memanggil pemerintah desa untuk melaksanakan 

musyawarah desa. Intinya kalau dikecamatan Ulumanda ini terkait transparansi 

dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa memang sesuai dengan 

regulasi dan tahapan. Akan tetapi lagi-lagi saya katakan kita tidak menyamakan 

dengan program-program seperti di pulau Jawa karena perbedaan SDM dan 

tradisi. Kemudian kita di sini ada saja desa yang mengalihkan penggunaan 

keuangan dana kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan regulasi. Misalnya desa 

tandeallo mengunakan dana desa untuk pengadaan KWH PLN. Akan tetapi pada 



regulasi lain dikatakan bahwa apapun keputusan dalam musyawarah desa itulah 

hukum tertinggi. 

Peneliti : Kalau boleh tahu apa pertimbangannya? 

FRI  : Yaa karena kebutuhan strategis masyarakat yaa KWH PLN itu dan 

sebagaimana tadi saya katakan dalam regulasi lain dikatakan bahwa apapun 

keputusan dalam musyawarah desa itulah hukum tertinggi. Jadi mereka sepakat 

dalam musyawarah desa untuk melakukan pengadaan KWH PLN. 

Peneliti : Seperti itu. 

FRI  : Cuman kita di sini kita di kecamatan Ulumanda saya lihat belum optimal 

pelaksanaan musyawarah desa itu. Mengapa karena dalam aturan pelaksanaan 

musyawarah desa, musyawarah tidak bisa dilaksanakan kalau belum mencapai 

empat puluh sampai enam puluh orang peserta musyawarah desa. Hanya saja 

kita disini terutama kecamatan Ulumanda belum optimal pelaksanaan 

musyawarah desa. Karena dalam aturan, pelaksanaan musyawarah desa itu 

tidak bisa dilaksanakan jika belum mencapai minimal empat puluh orang peserta 

musyawarah desa. Sementara kita disini paling banyak dua puluh. Itupun yang 

hadir pemerintah desa dengan BPD 

Peneliti : Jadi partisipasi masyarakat kurang? 

FRI  : Bukan masyarakat yang kurang berpartisipasi tetapi pemerintah desa dan BPD 

yang tidak mengikut sertakan masyarakat yang tidak sekubu dengannya atau 

kalau istilah lainnya bukan anggota dari pemerintah desa. Misalkan dalam 

pemilihan umum pemerintah desa, masyarakat tertentu tidak mendukung 

pemerintah terpilih maka mereka tidak dihadirkan dalam musyawarah desa. 

Rata-rata saya lihat desa di kabupaten Majene seperti itu. Padalah seharusnya 

tidak demikian. Seharusnya dihadirkan perwakilan dari tokoh perempuan, tenaga 

kesehatan, pemuda, agama, adat dan pendidik sehingga menghasilkan 



keputusan yang betul-betul mewakili masyarakat. Peneliti : Itulah kelemahan 

kita Pak. 

FRI  : Betul itulah kelemahan kita di daerah kita ini. Sebenarnya untuk masyarakat 

yang ingin hadir dalam musyawarah desa meskipun tidak diundang mereka tetap 

bisa hadir. Mereka bisa melapor kepada BPD dua sampai tiga hari sebelum 

pelaksanaan agar BPD bisa menyiapkan kursi dan lain-lain. Karena jika hadir 

tetapi tidak melapor sebelumnya maka itu menyalahi aturan. Jadi pada tahap 

perencanaan yang disepakati itu yaa apa yang dikatakan oleh kepala desa 

karena yang hadir rata-rata pendukung yaa itulah yang menjadi hasil 

musyawarah. Sehingga pendapat dari masyarakat yang mewakili misalnya 

disabilitas, perempuan dan sebagaianya tidak terwakilkan dalam hasil 

musyawarah tersebut. 

Peneliti : Bagaimana jika ada masyarakat yang ingin mengetahui program desa? 

FRI  : Kan ada namanya baliho transparansi yang memuat kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan tahun berjalan yang dipasang di tempat umum. Jadi kita bisa cek 

misalnya tahun ini ada rabat beton, ada drainase. Semestinya tiap tahun setelah 

APBDES disetujui, pemerintah desa membuat baliho transparansi terkait 

program yang telah dilaksanakan. Akan tetapi saat ini transparansi di desa kami 

khususnya bahkan dikabupaten majene masih kurang meski kami dari 

pendamping desa selalu mewanti-wanti untuk membuatnya. Hanya saja 

sekarang di desa karena pandemic Covid 19 semua serba pas-pasan karena 

semua dialihkan ke BLT dan penanganan Covid 19. Nominalnya sudah 

ditentukan sekian persen dari dana desa untuk pengadaan masker, cuci tangan 

dan BLT.  



Peneliti : Lalu bagaimana dengan nilai sikalemui yang kita tahu di daerah kita ini sangat 

kental. Apabila dihubungkan dengan pengelolaan keuangan desa ini apakah 

mungkin kita masih bis amenjunjung tinggi nilai ini? 

FRI  : Di Ulumanda itu masih kuat nilai sikalemui yang bersifat kekeluargaan karena 

rata-rata di sini antara kepala desa dan masyarakat ubungan kekeluargaanya 

paling jauh sepupu tiga kali. Paling saudaa kandung, sepupu satu kali, paman. 

Sehingga sulit untuk menghilangkan nilai sikalemui. Kita lihat sendiri di Kabiraan 

ini bahkan dulu sempat ada demonstrasi. Orang-orang yang berdemonstrasi itu 

paling jauh sepupu dua kali. Tetapi setelah itu semua kembali seperti sedia kala 

saling memeluk kekurangan dan kelebihan masing-masing. 

Peneliti : Bagaimana dengan bentuk nyatanya itu Pak? 

FRI  : Bentuk sikalemui dari pemerintah desa yaa kita ambil contoh saja di sini (Desa 

Kabiraan) saya rasa sangat banyak dan waktu kita rasanya tidak cukup untuk 

membahas itu. Akan tetapi saya akan berikan contoh kecilnya saja misalnya 

pemerintah desa yang sekarang dengan salah satu anggota DPR Kabupaten 

Majene yang kebetulan putra daerah di sini yang sebelumnya berbeda pilihan 

politik, akan tetapi ketika menyangkut kemanusiaan maka mereka bersatu. 

Seperti beberapa waktu yang lalu ambulans puskesmas tidak diberikan oleh 

pihak puskesmas kepada seorang pasien karena alasan yang memang sesuai 

dengan regulasi berlaku di puskesmas tersebut. Akan tetapi pemerintah desa 

dan dan DPR turun tangan langsung untuk melobi pihak puskesmas. Masih 

banyak yang lain tapi cukup itu saja yang kita bicarakan. 

Peneliti  : Saya rasa itu saja Bapak Terima kasih Banyak. 

FRI  : Ade’ tidak langsung mewawancarai pemerintah desa yahh? 

Peneliti  : Tidak Pak, karena fokus saya kemasyarakat bukan de pemerintah desa. 



FRI  : Seperti itu yaa. Intinya disini kurangnya partisipasi masyarakat. Selain itu 

sebenarnya kalau masalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan 

dana desa di daerah kami ini Kabiraan maupun kecamatan Ulumanda secara 

keseluruhan apabila dilihat dari regulasi atau konsep yaa itu masih jauh. 

Misalnya saja dalam musyawarah desa, biasanya yang hadir itu orang-orangnya 

pemerintah desa terpilih. Akan tetapi itu tidak menjadi sebuah masalah yang 

besar karena program yang mereka sepakati bersama betul-betul untuk 

kepentingan masyarakat luas. Masyarakat keseluruhan merasakan manfaatnya. 

Apalagi setelah BLT bukan hanya angotanya pak desa tetapi semua masyarakat. 

 

 

 

 

 

 



Nama Informan : IK 

Tanggal/Waktu : Juni 2021 

Lokasi wawancara : Online 

Peneliti : Bagaimana menurut Bapak akuntabilitas dan transparansi pengelolaan 

keuangan dana desa? 

IK  : Kalau menurut saya akuntabiltas dari pengelolaan keuangan dana desa di sini 

itu masih jauh dari harapan kami. Mengapa karena banyak program baik yang 

sudah dilaksanakan ataupun masih sementara dalam proses sangat jauh dari 

yang direncanakan dalam proker desa.  

Peneliti : Contohnya seperti apa itu Bapak? 

IK : Contohnya jalan tani yang yang dilaporkan ke kabupaten dengan baik 

sementara output hasil dilapangan jauh berbeda. 

Peneliti : Lalu bagaimana dengan partisipasi masyarakat. Apakah Bapak atau kawan, 

tetangga anda pernah di ikut sertakan dalam pembahasan ataupun dalam 

eksekusi program tersebut? 

IK  : Tidak pernah. Jadikan yang ikut dalam pembahasan perencanaan pengelolaan 

keuangan desa itu tokoh-tokoh masyarakat. Tetapi jujur saja paling orang-

orangnya pak desa yang diikut sertakan 

Peneliti : Lalu bagaimana harapan Bapak seharusnya pengelolaan dana desa itu seperti 

apa? 

IK  : Harapan saya nantinya dapat nibicarai bersama program-program yang akan 

dilaksanakan. Karena selama ini jujur saja saya belum pernah mendengar kami 

sebagai pemuda diikut sertakan dalam membicarakan persoalan desa. Bahkan 

program pemuda yang seharusnya kami yang lebih paham persoalan itu justru 

kami tidak diikutsertakan dalam membicarakan hal tersebut. Saya juga berharap 



nantinya realisasi program atau output program itu benar-benar nyata di 

lapangan. 

 

 

 

 


